
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG.
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUANTAN SINGINGI,

. Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengalihan pemungutan pajak
— bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan menjadi Pajak Daerah

Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2013, dipandang perlu
melakukan perubahan atas besaran tarif yang dikenakan terhadap

pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan,

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan:
Singingi tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Kuantan Singingi,

Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesiara .Mengingat :

— Tahun 1945,

, 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2013),
'

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209),

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor

62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569),



Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan

Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,

Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999

tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan

Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor “107,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880), :'

5.

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
|

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Rpublik Indonesia Nomor 4286),

4

7. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

10.

11.

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan

Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400),

8.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah dilakukan beberapa kali perubahan, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik:
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844),

9.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347),

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725),



Menetapkan
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5049):

Undang-Undang Nomor 12 Tehun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undanga. (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234),

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak :Guna
Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643):

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696),

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737),

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161),

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah
Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2008 Nomor 1).

|

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
| dan

BUPATI KUANTAN SINGINGI

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN.



Ne

Pasal I

Ketentuan Bab III Pasal 6 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak, dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan
Singingi Tahun 2011 Nomor 18), diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 6”

Tarif PBB Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan 'sebesar:
a. 0,1 Y6 (nol koma satu persen) : untuk NJOP dibawah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar

rupiah) |

b.0,2 # (nol koma dua persen): untuk NJOP diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar.)

rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah)
c. 0,3 Yo (nol koma tiga persen): untuk NJOP diatas RP.10.000.000.000,-(sepuluh milyar

rupiah)

Pasal II@
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2013.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 17 Januari 2013

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

kran —Ne

H.SUKARMIS
Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 17 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Drs. H. MUHARMAN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19570901 197701 1 001
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